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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan rehabilitasi lahan pasca tambang oleh pengelola tambang 

karst di Gunungkidul secara garis besar sudah berjalan dengan baik pada 

perusahaan pengelola tambang yang memiliki izin lingkungan di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul. Perusahaan sektor tambang 

dalam perwujudan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak 

memiliki hambatan serius. Karena perusahaan sebagai pengelola tambang 

di kawasan kars telah memiliki mekanisme pemulihan lingkungan hidup di 

dalam dokumen lingkungan yang di sesuaikan dengan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan 

Lingkungan Hidup. 

2. Faktor yang menghambat dari pelaksanaan rehabilitasi lahan pasca 

tambang oleh pengelola tambang karst di Gunungkidul adalah terkait 

sumber daya manusia dan anggaran pengawasan lingkungan hidup. Selain 

itu ketegasan aparat penegak hukum dan lembaga atau dinas terkait 

terhadap penjaminan kelangsungan lingkungan hidup serta banyak 

pertambangan yang tidak memiliki izin lingkungan melakukan kegiatan 

pertambangan di area rehabilitasi. Pasal 109 Undang Undang Nomor 32 

Tahun 2009 menjelaskan penambang yang tidak memiliki izin lingkungan
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dapat pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan 

denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 

3.000.000.000,00. Sedangkan factor pendukungnya adalah kesadaran dari 

semua pihak mengenai pentingnya pemulihan dan kelangsungan 

lingkungan hidup. 

B. Saran  

1. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dalam 

melakukan pembinaan dan pengawasan terkait izin lingkungan dan 

mekanisme rehabilitasi lingkungan di optimalkan. Serta menjalin 

sinergitas dengan instansi instansi lain terkait perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup sehingga perusahaan pengelola tambang 

dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan dokumen lingkungan untuk 

menciptakan lingkungan hidup yang baik. 

2. Diharapkam seluruh pengelola tambang karst di Gunungkidul baik yang 

berbentuk perusahaan atau tambang rakyat agar lebih memiliki kesadaran 

untuk melakukan mekanisme perizinan dan memperhatikan kelangsungan 

ekosistem lingkungan hidup. Karena kegiatan pertambangan memiliki 

kaitan erat terhadap kondisi lingkungan, sehingga mekanisme rehabiliasti 

harus ditingkatkan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. 
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